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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Bapak biologis anak luar kawin dapat mengurus , merawat, serta mendidik anaknya 

dengan cara meminta hak asuh atau pengasuhan dan perwalian. Hal tersebut dapat 

dilakukan oleh sang ayah karena dalam kasus ini, hak keperdataan sebenarnya ada 

pada sang ibu seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 43 UU Perkawinan, akan tetapi 

sang ibu menelantarkan sang anak sehingga hak anak tersebut diabaikan dan sang 

ibu tersebut melanggar UU Perlindungan Anak. Dengan penelantaran yang 

dilakukan sang ibu, hukum dapat memberlakukan pemecatan terhadap kekuasaan 

orang tua karena ibu tersebut tidak dapat memenuhi hak anaknya dan perbuatan ibu 

tersebut membuktikan ketidakcakapan sehingga sang ibu dapat dipecat dari 

kekuasaan orang tua. Apabila sang ibu dipecat dari kekuasaan orang tua, orang tua 

dari anak tersebut yang satunya merupakan ayah biologis anak itu dan ayah nya 

tersebut memang mau dan berniat untuk mengasuh, mendidik, dan merawat 

anaknya dengan kasih sayang. Apabila ayahnya ingin mengambil posisi ibu dalam 

mengurus, mendidik, dan merawat anaknya, ayah ini dapat mengajukan hak 

perwalian dan pengasuhan atas anak tersebut. pengadilan seharusnya memenuhi 

keinginan sang ayah karena ibunya sudah tidak cakap lagi dalam membesarkan 

anak tersebut dan memang ketidakcakapan tersebut memang dikehendaki oleh 

ibunya karena ibunya menelantarkan anak luar kawin tersebut. apabila pengadilan 

telah menyetujui kehendak sang ayah, maka hak asuh dan perwalian akan jatuh ke 

tangan sang ayah setelah penetapan pengadilan tersebut dilakukan. 

 

Terhadap akta kelahiran sang anak, dapat dicantumkan nama ayah terhadap aktanya 

tersebut dengan mencantumkan nama ayah di catatan pinggir yang berada di muka 

akta, belakang akta, ataupun di lembaran baru yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang.  
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Apabila ada ibu yang menelantarkan anaknya dikarenakan anak tersebut merupakan 

hasil hubungan gelap ataupun sebagainya, sang ayah biologis dapat mengurus anak 

tersebut secara sah dimuka hukum dan namanya dapat dicantumkan di dalam akta 

kelahiran sang anak dengan catatan pinggir sehingga anak tersebut dapat diurus dan 

dibesarkan oleh ayah kandungnya sendiri. 

 

Ayah bisa memiliki kekuasaan terhadap anak luar kawin tersebut dan memiliki 

hubungan keperdataan dengan cara melalui Putusan MK, kemudian ayah 

membuktikan kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan dengan 

pengajuan ke pengadilan, apabila dipenuhi dan diputuskan oleh pengadilan 

sehingga penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat 

disampaikan lagi kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil agar dibuatkan 

catatan pinggir atas akta kelahiran si anak luar kawin dengan konsekuensi bahwa 

ayah harus merawat dan membesarkan anak tersebut dengan ikhlas di luar 

kewajiban dari perwalian. 

 

5.2 Saran 

Saran penulis adalah seharusnya undang – undang dapat memasukkan putusan MK 

Nomor 46 mengenai pembuktian ayah atas anak luar kawin agar memiliki hak 

keperdataan ke dalam undang – undang agar aturannya jelas dan berkekuatan 

hukum tetap. Pencantuman nama ayah dalam catatan pinggir seharusnya diatur pula 

secara jelas dalam undang – undang sehingga memiliki aturan yang jelas. 
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